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PERATURAN DESA JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBI,

Menimbang : a.bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan

vengingat

rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

1.

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDesa) Tahun
Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
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vam Pemyvusunan Pengendalian don  Evaluase  Pelaksannag
Nencana Pembaneunan Daerah  (Lembaran  Negarn Pepuhls
Indonesia Tahun _;MN Nomor 21, Tambahan Lembaran Negnrg
Repuhhk Indonesia Nomor 4817),

Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Deag
(Lembaran Negara Republik Indonesia Fahun 2014 Nomor 12}
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5530
‘*"hill'-llﬂ\.!l\,l telah diabah [whg‘[,ll\n kalt  terakhar t|I‘1II'_'lH
Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Eepublik Indonesia Nomor 6321),

Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dan \nggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk  Indonesia Nomor 55568)
sebagaimana  telah  diubah beberapa  kalt - terakhir  dengan
Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Repubhik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

-Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang

pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

. Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kewenangan Desa;

-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016
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Tahun 2020 tentang Cipta Keyjy

(Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'i\hlll.l 2020 NI‘I‘I_I)H'H' 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 lt-m{nu-, Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan I’vnmr{nﬂ(nlmn Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia ']'ilhlll'l 2023 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang
pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 11
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.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor

nf‘,mm 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhip 0
Peraturan Daerahy  Kabupaten Np,nnljlllc Nomor 3 Tahun L':'I":
“‘_p.mh“m” Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 'Ill" )23
Peraturan  Daerah  Kabupaten Nganjuk  Nomor 3 Tahun 20
tvmu!w, Pengarusutamaan Gender (Lembaran Dacrah Kul;np;niJ
ll"j(l‘li.ln,luk Tahun 2020 Nomor 3); )
raturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019
1('*ntm1p: Rencana Pembangunan Jangka Menengah IJu.;-rqh
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah {Ifurlj;lh
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun

2023;
7 Tahun 2022

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2022 Nomor 7);

Peraturan Dacrah Kabupaten Nganju
tentang Perubahan Anggaran Pendapa
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023 Nomor 4);
Peraturan Bupati Nganjuk No
Kewenangan Desa Berdasarkan
Lokal Berskala Desa;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 201
Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Aset Desa;
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangarn, Tambahan Tunjangan, dan
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,;
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa,

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2023.
uk Nomor 49 Tahun 2023 tentang

Peraturan Bupati Nganj
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah

k Nomor 4 Tahun 2023
tan dan Belanja Daerah

mor 35 Tahun 2016 tentang
Hak Asal Usul dan Kewenangan

6 tentang Tata

Tahun Anggaran 2023,
omor 4 Tahun 2022 tentang Rencana

Peraturan Desa Jambi N
Kerja pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Jambi Tahun

2022 Nomor 4)
Peraturan Desa Jambi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Jambi
Tahun 2023 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama
N PERMUSYAWARATAN DESA JAMBI
dan
KEPALA DESA JAMBI

BADA
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spetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TFE
R BRLAR J::I..,f\ TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENApPAY
ANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023. FATAR

Pasal 1

Anggaran

Berjumlahpc}gsap?tgf dfn B”_lanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula
Sembilan PUIu.h L')5.372,997,‘79,_ (Satu Milyard Sembilan Ratus
Semblian Ratus $ ina -Ju e Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu
Sen), hﬂﬂamba.]-.l er?hllan Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Sembilan
Diia Ritiii Dela aserjumlah Rp. 452.880,00 (Empat Ratus Lima Puluh
]-996-025.877})7; Ratus De?apan puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp.
Enam Juta Dl;a p (fatu ‘Mllya'rd Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Rupiah Tujuh uluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh

juh Puluh Sembilan Sen) dengn rincian sehagai berikut:

1. Pendapatan Desa
a. Semul
ula Rp. 1.995.572.997,79

b. Bert
Jum]a}??bah Rp. 452.880,00
endapatan setelah perubahan  Rp. 1.996.025.877,79

2. Belanja Desa

.8
a. Semula Rp. 1.975.572.997,79

b. Bertambah Rp. 452.880,00
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.976.025.8?7‘ 79
Surplus) setelah perubahan Rp. 20.000.000’,00
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula Rp. 0,00
h. Bertambah/[berkurang) Rp. 0.00
c. Jumlah penerimaan setelah
perubahan Rp. 0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp. 20.000.000,00
h. Bertambah/[berkurang) Rp. 0,00
c. Jumlah penerimaan setelah Rp. 20.000.000,00
peruhahan
Rp. (20.000.000,00)

Selisih Pembiayaan setelah
perubahan (3.1-3.2)

pasal 2

apatan dan Belanja Desa

antum dalam Lampiran
Desa ini.

t Perubahan Anggaran Pend

aksud dalam pasal 1 terc
erpisahkan dari Peraturan

Uraian lebih lanju

sebagaimana dim
yang merupakan bagian tidak t
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Pasal 3
K
p::fjllja Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
" a.han Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
perasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.
Pasal 4

P Hiils .
eraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A . .
Pgar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
eraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jambi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 November 2023

- KEPALW§ DESA JAMBI

jundangkan di Jambi
ada _ta;lggal 6 November 2023

—

[ET/DIMAS ELHAS IRIANTO

EMBARAN DESA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 4
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